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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Neglara Indoneslia adalah neglara hukum ylang berlandasklan pancalsila dan 

Unldang – Undanlg Dasar Negaral Republik Indonlesia Tahun 1l945 telah 

lmelakukan penyelengglalraan pemerlintahaln negara dan pelmbangunan nasilonal. 

Sejlak diberlakukannlya otonomi daerahl sejak tanglgal 1 Januari 2001l, setiap  

dalerah dipaclu untuk mencari lsumber penlerimaan daerah yalng dapat lmenduklung 

pembliayaan pengeluaranl daerah. lPembiayaan pelmerintah daelrah dallam 

melaksalnakan tugas lpemerintahanl dan pembanglunan senatiasa lmemerllukan 

slumber penerimalan yang dapat diandlalkan. Menurlut Undang –l Undang Nomolr 

33 Tahuln 2004, sumberl penerimaan dlaerah terdiril atas pendaplatan daeralh dan 

pemlbiayaan. Pendapataln daerah adalalh hak pemerinltah daerah yalng diakui 

seblagai penamlbah nilai klekayaan bersih dlalam periolde tahun berslangkutan. 

Penldapatan daeralh terdiri Pendalpatan Asli Daerah l (PAD), Danal Perimbangan 

dan lDanal Lain – Lailn Pendapataln (Mardiasmo, 2018) 

Pendapaltan Asli Daeralh merupakan salalh satu sumberl penerimaaln dalerah 

yanlg mempunyail peranan pentilng dalam pemlbangunan suatu daerah. Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diporoleh dari 

pendapatan berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh 

pemerintah daerah.  Pendapatan Asli Daerah (PlAD) blertujuan memblerikan 
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kewelnangan klepada pemerintah daelrah untukl mendanai pelaklsanaan otonomi 

ldaerah slesuai denlgan potensi daelrah sebagai lperwujudan dlesentralisasi. 

Pendaplatan asli daerlah berperan sangat penting untuk l mempercelpat lterwujudnyla 

kesejlahteraan masylarakat melalui lpeningkatan lpelayananl, pemberdalyaan, dan 

lperan serlta masyalrakat. Sallah saltu kewenanglan yang dliberikan pemlerintah puslat 

kelpada pemerilntah daelrah yaitu kewenanlgan atas pulngutan Pajak Dalerah dan 

Rletribusi Daelrah sebagali salah satul sumber pendanlaan di daerah dilatur dalam 

Ulndang – Undalng Nomolr 28 Tahun l2009 tentang Plajak Daerah daln Retriblusi 

Daerlah. Kewenangaln ini diberiklan untuk memlperkuat esensil dan posisi otlonomi 

dlalam menolpang kapasiltas fiskall daelrah.   

Pemerintah menentukan target realisasi sebagai acuan untuk pencapaian 

peningkatan penerlimaan Pendaplatan Alsli Daeralh (PAD) guna mewujudkan 

Undalng – Undlang Nomlor. 28 Tahun 2009. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PlAD) sangat mlenentukan dallam penerimaanl pendapatan dlaerah, karenal selmakin 

tinglgi Pendapatan lAsli Daerah lmaka daerahl tersebut akanl menjadi malndiri ldan 

mlenguranlgi ketergantulngan kepadal pemerintalh pusat. Jika suatu ldaerah 

penerimlaan melebihil target yang tlelah ditetapkaln maka akan blerdampak polsitif 

lbagi penerimaan penldapatan dlaerah. Sedangkanl jika acuanl target relalisasi 

penerilmaan yang telah lditentukan tidalk tercapai makla perlu dievalluasi agar tlerget 

realisasli yang telah diteltapkan blisa tercapai atau mellebihi targlet terselbut (Budi, 

dkk,2016).  
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Keadaan 2 ( dua) tahun terakhir di dunia mucul adanya wabah virus covid 

– 19 berasal dari kota Wuhan, China secara cepat menyebar ke seluruh negara di 

dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami 

penurunan, hal ini sesuai dengan  pernyataan  dari  Kementrian  Keuangan yaitu  

realisasi  pendapatan  negara pada  APBN 2020  sebesar Rp 1.647 l,7 triliun  altau 

96,9l% dari anggalran  penldapatan pada AlPBN tahun 202l0. Pendapatan lini turun 

lRp 312,8 triliunl atau 15l,9% dibandinlg kondisi sebeluml covid yaitu alnggaran 

tahlun 2019. Reallisasi pendalpatan negara terselbut terdiri dari pelnerimaan 

pelrpajakan Rp 1.285,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 343,8 

triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 18,8 triliun (Kemntrian Kominfo, 2020) 

Pemerintah daerah juga mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dimana target yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari wawancara bersama Kepala Sub Bidang Bagian Pelaporan dan 

Keberatan Pajak, pada saat  pandemi Covid – 19  mulai dari tahun 2020 sampai 

dengan 2021 penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah mengalami 

penurunan penerimaan khususnya pada Paljak Kendaraan lBermotolr (PKB) danl 

Pajak lBea Ballik Nama Kelndaraan Bermoltor (BBNlKB). Hal ini disebabkan 

adanya penurunan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih 

mengutamakan  untuk biaya hidup sehari – hari daripada untuk membayar biaya 

pajak (Widasena, 2022). 
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Gambar 1 1 Grafik Penerimaan PKB. BBNKB, PAP 

 

 

Gambar 1 2 Grafik Piutang PKB 

 

Penerimaan Pajlak Kendalraan Bermlotor selama tiga tahun terakhir 

mengalami penurunan dikarenakan tingginya piutang / tunggakan yang belum 

dibayarkan oleh wajib pajak, yaitu sebesar Rp 1.402.026.485.694 atau 0,069%  

dengan total objek pajak sebanyak 3.270.462 dari 37 UPPD di seluruh Jawa 

Tengah. Tingginya piutang yang ada di provinsi Jawa Tengah disebabkan kurang 

optimalnya inovasi UPPD untuk melakukan kegiatan dor to dor di setiap daerah. 
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Maka hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat penerim laan Pendalpatan Aslil 

Dalerah (PAlD). Tingginya piutang pajakl kendlaraan berlmotor dikarenakan 

kurangnya antusias masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran pajaknya (Heny Herlina,2022). 

Selain adanya piutang Pajak Kendaraan Bermotor dalam 3 tahun 

mengalami kenaikan, pada pajak air permukaan juga mengalami penurunan 

pendapatan karena mengalami pengurangan salah satu penyebabnya yaitu 

berkurangnya debit air permukaan sehingga penggunaan air menjadi berkurang, 

serta adanya piutang wajib pajak (perusahaan) dan daerah yang belum membayar 

kewajibannya. Dari ketiga variabel yang ada pada penelitilan ilni yaitu Paljak 

Kendarlaan Berlmotor, Bea Blalik Namal Kendaraan Blermotor, dan Pajalk Air 

Pelrmukaan, yang mengalami penurunan signifikan adalah Bela Balikl Nama 

Kendalraan Belrmotor pada tahlun 2020 selbesar 59,1%. 

Fenomena pentingnya Pendapat lan Aslil Daerah untluk meninlgkatkan 

penerimlaan pendalpatan daerlah memiliki beberapa fakror menjadi indikator yalng 

dalpat mempenglaruhi Pendapaltan Asli lDaerah Provinlsi Jawa Tenlgah. Faktor 

pertama yaitu Paljak Kendalraan Belrmotor yaitu paljak yanlg hlarus dibayar olleh 

setialp pemilikl kendaraanl bermotor yanlg mengoperalsikan kendaraannlya di jlalan 

umlum. Keberadaan Pajalk Kendlaraan Berlmotor menjadi faktor utama dalam 

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Berdalsarkan penlelitian yang 

dilakulkan olleh Ferdiansyah (20l20), menunjukkan bahlwa Paljak Kendaraan 

Bermotor berpengalruh positif dan signifilkan terhadlap Pendapatlan Aslli Dalerah. 

Begitu juga penelitian Savitri & Anggraeni (2021) menunjukkan bahwa 
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penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan siglnifikan 

terhladap Pendaplatan Asli lDaerah. Sedalngkan padal penelitianl yang dilalkukan 

olleh Nugrahawati (2019) menunljukkan balhwa Pajak Kelndaraan Bermlotor tidakl 

berplengaruh terhadap Pendapat Asli Daerah. Salah satu  penyebab Pajak 

Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh yaitu adanya wajib pajak yang kurang 

sadar dalam hal membayar pajak kendaraannya. Hal ini dikarenakan pada saat 

adanya pandemic Covid – 19 masyarakat lebih mementingkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya (Widasena, 2022). 

Faktor kedua digulnakan untukl mempreldiksi pengaruh Pendalpatan Alsli 

Daeralh yaitu lBea Balik lNama Kendlaraan Blermotor. Menlurut UU No. 2l8 Tahlun 

2009l  Bea Balikl Nama lKendaraan lBermotolr adalah pajalk atas penlyerahan halk 

mililk kendalraan bermlotor sebagai lakibat perjlanjian dua pihlak atau perlbuatan 

sepihlak atau keadlaan yangl terjadi karelna jual beli, l tukar mlenukar, hibah, l warilsan 

atlau pemasukaln kedalam baldan usalha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Saputra & Putri (2019), menunujukkan bahwa Bela Balik Namla Kendlaraan 

Bermoltor berplengaruh polsitif dan signifilkan. Begitul juga dlengan penelitian ylang 

dilalkukan olleh Putri & Zahra (2020), menulnjukkan blahwa Beal Balik Namla 

Kenldaraan lBermotor b lerpengaruh plositif dan silgnifikan. Sedangkan pada 

peneliltian yang dlilakukan olelh A A Nurfahmli (2018), menunjlukkan bahwa Bela 

Ballik Nama Klendaraan Blermotor tidak blerpengaruh terlhadap Penldapatan lAsli 

Daeralh. Hal ini dlikarenakan sebaglian besar pemlilik kendarlaan bermotor lyang 

tlelah melalkukan transaki jlual beli klendaraan belkas tidak menlgganti bea lbalik 

namla kendarlaan bermotolr (Bapenda, 2022). 
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Faktor ketiga yaitu Paljak Alir Permlukaan yaitu pajalk atas lpengambilan 

dlan/ atalu pemanlfaatan airl permuklaan. Berdasarklan penelitianl yanlg dilakukaln 

olleh Delima (2022), menlyatakan bahwla Pajlak Air Permukaan berpenglaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Widya (2020) menunjukkan bahwa Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya 

wajib pajak orang pribadi / badan yalng mengetahlui jatuh tempo plelaksanaanl 

penagilhan plajak alir perlmukaan, serta maslih banyaknya ya lng belum memiliki izin 

pemakaian pajak air permukaan (Lilik, 2022). 

Dari fenomena diatas, masih terdapat banyak perbedaan pendapat antara 

penelitian satu dengan penelitian lainnya mengenai penga lruh pajalk kenldaraan 

bermlotor, bea lbalik namal kendaraan blermotor, pajlak air perlmukaan tlerhadap 

pendaplatan asli ldaerlah serta peran paljak daerah dalam memenuhi target 

penerimaan realisasi pendapatan daerah. Kondisi sa lat ini lPajak Kenldaraan 

Bermoltor dan Bela Balik lNama Kenldaraan Bermlotor yang memiliki jumlah 

penerimaan terbesar mengalami penurunan sedangkan Pajak Air Permukaan  yang 

memiliki jumlah penerimaan terkecil tetapi selalu mengalami peningkatan, maka 

penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan 

gambaran mengenai seberapa besar pengarluh Pajak lKendaraanl Bermoltor, Bea 

lBalik Nlama Kendaralan Belrmotor, Pajakl Air Permukalan terhadalp Pendapatlan 

Asli lDaerah (PAlD) di plrovinsi Jalwa Telngah. Sehingga penelitian i lni mengambil 

judul “ ANALISIS PENGAlRUH PAJAlK KENDARAAlN BERMOTOlR 

(PKB), lBEA BAlLIK NAMA lKENDARAAlN BERMOTOR (lBBNKB), 
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PlAJAK lAIR PERMUlKAAN (PAP) TERlHADAP PENDAPlATAN ASLlI 

DAERAH (lPAD) PROVIlNSI JAWlA TENlGAH 2019 – 2021. 

1.2.  Rumusan Masallah  

Berdasalrkan penjelasan llatar belakalng di atlas, maka ldapat dilrumuskan 

permasalahaln sebagali berilkut :  

a. Apaklah Pajakl Kendaraanl Bermoltor (PKBl) berpengarulh terhadlap Penldapatan 

Aslil Daearahl (PAD) Prlovinsi Jalwa Telngah? 

b. Apalkah Bea lBalik lNama Klendaraan Bermlotor (BBlNKB) berpenlgaruh 

terhadlap Pendapatlan Asli Daerah l (PAD) Prolvinsi Jawa lTenglah? 

c. Apakah Pajlak Air Pelrmukaan (PAP) l berpengarluh terhadap Pendapatlan Aslil 

Daelrah (PAD) Plrovinsi Jawa Tlengahl? 

d. Apakalh Pajalk Kendaraaln Bermotlor (PKB), Bea lBalik lNama Kendlaraan 

Berlmotor (BBNlKB), Pajak lAir Plermukaan l (PAP) secarla simulltan 

berpengalruh terhadapl Pendapatan lAsli Daerah (PAlD) Provilnsi Jawa 

lTengahl? 

Batasan masalah pada penelit lian ini adlalah pajak kendlaraan berlmotor, bea lbalilk 

nalma kendaraan lbermotorl, pajak air plermukaan, l dan  yang lterdapat ldi l37 

Kablupaten / Kota dli Provinsi Jalwa Telngah. 

1.3. Tujluan Penlelitian  

Berldasarkan pelrumusan maslalah diatas, lmaka penlelitian inli memiliki beberapa 

tujulan yaitu : 
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a. Untluk membulktikan secarla emlpiris bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

berpengaruh terdahap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. 

b. Untuk membuktikan secara empiris Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 

Jawa Tengah  

c. Untuk membuktikan secara empiris Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh  

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah secara parsial.  

d. Ulntuk mengetalhui pengarluh Pajak Kendlaraan Blermotor (PlKB), Bea Ballik 

Nalma Kendalraan Bermoltor (BBNKlB), Pajak Alir Permukalan (PAPl), 

terlhadap Pendalpatan Aslil Daerah (PlAD) Provilnsi Jawa Telngah seclara 

silmultan. 

1.4. Manlfaat Peneliltian 

Adaplun manfalat yang dapalt diambil dari penlelitian ini lantara lalin:  

a. Manflaat Teolritis  

Haslil penelitialn ini diharalpkan dapalt menjadil bukti empliris melngenai 

penglaruh Pajakl Kendaraanl Bermotolr (PKB), Bea lBalik Nalma Kendlaraan 

Bermoltor (BBNKB) l, Pajak Air lPermukalan (PAP) terhladap Pendapatlan Alsli 

Daeralh (PAD) l Provinsil Jawa Telngah. Plenelitianl inil menggunakan teori 

institusional. Untuk teori institusional menjelaskan terkait dengan aturan atau 

kebijakan yang dibuat oleh suatu instansi yang disesuaikan dengan ekspetasi 

masyarakat, sehingga aturan atau kebijakan tersebut dapat diterima dan 

dipatuhi..  
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b. Manfaat Praktis 

1. Blagi Penlulis 

Melnambah penlgetahuan dlan wawasan mlengenai pajak dlaerah khususnya 

paljak daerah ldan retribulsi dalerah dan pengaruhnya terhladap Pendaplatan 

Aslli Daelrah (PAD). 

2. Bagi Badlan Pengelola Pendapatan Dlaerah (BAPENDA) Provinsi Jawa 

Tengah 

Dapat memberikan solusi atas permasalahan serta dalam pengembalian 

kebijakan – kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai referensi serta sumber informasi penelitian 

terbaru terkait dengan permasalahan yang sama. 

1.5. Sistematika Penellitian 

Sistelmatika dallam pelnulisan skripsi ilni disajikaln untuk membelrikan galmbaran 

seclara keselurulhan terkaitl isi dari Bab I slampai dengaln Bab V. Adalpun 

sistemlatika pembahalsan skripsi ilni sebagai berikut: 

lBab I  : Pendahluluan 

Dalam BAlB ilni akan menguraikan mlengenai latalr belaklang 

masallah, rulmusan masalah, tujluan dan kegunaan pelnelitian, serta 

sistematika pelnelitian. 
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Blab II  : Tinljauan Pulstaka 

Berisikan tentang landasan teorli, penellitian terdlahulu, dan 

hipotlesis. 

Blab III  : Metodlologi Penlelitian 

BlAB ini akan menguraikan tentalng varliabel penlelitian dan 

ldefinisi opelrasional. Penentuan plopulasi ldan samlpel, jenlis dan 

sulmber dlata, pengulmpulan dalta dan meltode analisis ylang 

digulnakan. 

Blab IV : Haslil dan Pemlbahasan 

Dalam BlAB ini lmenguraikan tentangl deskripsi lobjek pelnelitian, 

analislis, danl pembahasan hlasil penelitian. 

Balb V   : Penutup 

Sebagai BAlB terakhir dari penelitian ilni akan diuraikan simpulan


